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ABSTRAK

Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan suatu Kawasan
konservasi. Tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat
mengganggu efektifitas dan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai lembaga dalam pengelolaan
Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner serta diskusi pakar. Analisis data
menggunakan metode (Interpretative Structural Modelling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa stakeholder yang berperan dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau
Kolepom, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Loka
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Provinsi Papua, Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Distrik, Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
wilayah Tabonji, Waan dan Kimaam, dan Lembaga Keagamaan (Gereja) sebagai elemen lembaga
kunci dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman berkelanjutan.

Kata Kunci: Kelembagaan Lokal; Pengelolaan; Taman; Pulau Kolepom

ABSTRACT

Institutional is one of the important aspects in the management of a conservation area. The
overlapping authority can create a potentially conflict of interest that can disrupt the effectiveness and
the efficiency of the conservation area management. This study aimed to identify stakeholders as
the institution in the management of the Kolepom Island Park Conservation Proposed Area. Data
were collected using interview methods and filling out questionnaires as well as expert discussions.
Data analysis used with the Interpretative Structural Modeling (ISM) method. The results of the study
indicate that the stakeholders who play a role in the management of the Prospective Conservation
Area of the Kolepom Island Coastal Park, namely Development Planning Agency at Sub-National
Level Papua Province, Technical Unit of Marine and Coastal Resources Management at Sorong,
Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, Marine and fisheries services Papua
Province, Village Government, District Government, Indigenous Peoples Institutions (Tabonji, Waan
& Kimaam) and Religious Institutions (Churches) as some key institutional elements in the
sustainable management of the Prospective Park Conservation Area.

Kata Kunci: Local Institution;Management; Park; Pulau Kolepom
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PENDAHULUAN

Pulau Kolepom merupakan gugusan kepulauan
yang meliputi Pulau Dolak, Pulau Yos Sudarso, Pulau
Kimaam, Pulau Kolepom dan Pulau Frederik Hendrik
dengan panjang garis pantai 165 km dan luas sekitar
11.600 km2 (Kartikasari et al., 2012; Polhemus dan
Allen, 2007), memiliki potensi sumberdaya wilayah
pesisir dan laut terutama ekosistem mangrove yang
di dalamnya terdapat berbagai jenis biota seperti ikan,
udang, kepiting dan lain-lain yang perlu dikelola
dengan baik agar tetap lestari dan berkelanjutan
Komoditas perikanan utama dari dari Pulau Kolepom,
yakni ikan hiu, ikan kakap, ikan pari, udang dan
teripang (KKP, 2020). Oleh karena itu, Pulau Kolepom
diusulkan sebagai salah satu Calon Kawasan
Konservasi Taman Pulau Kolepom yang akan dikelola
oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas
Kelautan dan Perikanan. Sebagai salah satu Calon
Kawasan Konservasi, Pulau Kolepom sangat erat
kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya perairan
yang tentunya berkaitan erat dengan berbagai
pemangku kepentingan. Dalam rangka inisiasi Pulau
Kolepom sebagai Calon Kawasan Konservasi
dipastikan peranan pemangku kepentingan
(stakeholder) menjadi penting sehingga perlu
dipertimbangkan dalam rencana pengelolaan demi
keberlanjutan sumberdaya. Pengelolaan Calon
Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom dibawah
kebijakan pengelolaan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, sebaiknya mempunyai kelembagaan
pengelolaan di tingkat lokal yang mempertimbangkan
keberadaan berbagai pemangku kepentingan
khususnya pemangku kepentingan lokal untuk
meningkatkan optimalisasi pencapaian
pemberdayaan masyarakat dan kelestarian
sumberdaya alam dalam kawasan sebagai tujuan
konservasi, efektivitas program yang tepat sasaran
dan efisiensi anggaran dan-lain dalam pengelolaan.

Dalam rangka inisiasi pengelolaan Calon Kawasan
Konservasi Taman Pulau Kolepom, maka identifikasi
pemangku kepentingan (stakeholder) dan model
kelembagaan perlu dilakukan untuk menghindari
tumpang tindih dan konflik terkait kewenangan yang
pada akhirnya menurut Sambali dkk (2014), akan
menyebabkan kinerja pengelolaan menjadi kurang
optimal. Cadoret (2009), menyatakan bahwa konflik
merupakan tantangan dalam pengelolaan baik secara
sosial, politik dan lingkungan karena konflik
merupakan bagian integral dari semua kegiatan
pengelolaan. Implikasi dari permasalahan
kewenangan dalam pengelolaan akan berdampak pada
sumberdaya pada akhirnya. Sementara itu,
kelembagaan merupakan salah satu aspek yang
paling penting dalam pengelolaan, dimana tidak hanya

berpengaruh terhadap aspek efisiensi dan efektivitas
program tetapi juga terhadap aspek keberlanjutan
pengelolaan (Paulangan, 2019). Kelembagaan
pengelolaan dapat terdiri dari instansi atau pemangku
kepentingan yang terkait atau biasa juga disebut
dengan stakeholder yang merupakan unsur dalam
komponen suatu kelembagaan. Pelibatan stakeholder
sangat penting, namun seringkali dijumpai
ketidakjelasan tugas dan wewenang sehingga terjadi
tumpang tindih dan tidak menutup kemungkinan dapat
menimbulkan konflik kelembagaan. Tentunya hal ini
dapat diatasi dengan membentuk kelembagaan
khusus untuk melakukan koordinasi dan komunikasi
serta pengaturan hukum antar kewenangan dan
lembaga. Sistem kelembagaan pengelolaan
sebaiknya aplikatif dan akomodatif serta dapat diakses
oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan
partisipasinya yang terwadahi dalam pengintegrasian
kelembagaan formal dan non formal berdasarkan
konteks lokal. Hal ini sejalan dengan kelembagaan
yang disarankan oleh Yusuf dkk (2018) dalam
kelembagaan pengelolaan ikan terbang di Sulawesi
Barat. Kelembagaan yang baik adalah kelembagaan
yang dicirikan dengan tiga hal yaitu: (i) adanya insentif
bagi masyarakat karena hak kepemilikan: (ii)
membatasi tindakan para politisi, elite, dan kelompok
kepentingan untuk memperoleh keuntungan tanpa
prosedur yang benar; (iii) memberikan kesempatan
yang sama kepada masyarakat dalam meningkatkan
kapasitas individu masing-masing (Acemoglu (2003;
Sanjaya dan Wiryasa, 2016). Kelembagaan
merupakan modal sosial yang juga dapat memberikan
sumbangan yang penting dalam pembangunan
ekonomi (Ikhsan, 2000) dan merupakan hal yang
kritikal untuk dapat memahami pembangunan
ekonomi dan mengidentifikasi kinerja ekonomi dari
sebuah perekonomian (Alston et al., 1996).

Pulau Kolepom merupakan pulau terluar yang
sangat strategis perannya sebagai pulau pertahanan
karena berhadapan langsung denganAustralia, yang
lokasinya terpisah dengan pulau daratan utama,
sehingga diduga terdapat endemisitas yang relatif
tinggi (Sentosa dan Satria, 2017). Pulau Kolepom
memiliki ekosistem pesisir terutama ekosistem
mangrove yang ditemukan mulai dari sepanjang pantai
sebelah timur sampai ke pantai sebelah selatan,
seperti jenis Sonneratia alba, Avicennia sp.,
Aegiceras floridum, Rhizopora sp., Bruguera sp., dan
xylocarpus sp serta nipah (Direktorat PPK-KP3K,
2022). Tingginya kekeruhan akibat sedimentasi di
perairan Pulau Kolepom menyebabkan lamun dan
terumbu karang tidak dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik, namun kaya akan sumberdaya ikan dan
udang serta beberapa biota ekonomis lainnya. Selain
itu, bentang alam Pulau Kolepom umumnya berupa
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dataran rendah (ketinggian sekitar 5-7 mdpl) dengan
karakteristik habitat berupa rawa-rawa, hutan sagu,
dan savana (Direktorat PPK-KP3K, 2012). Kondisi
lingkungan dan keberadaan sumberdaya perikanan
yang demikian menyebabkan keberadaan pemukiman
di Pulau Kolepom umumnya berada di rawa-rawa
dekat sungai sehingga memiliki karakteristik sosial
budaya masyarakat yang unik, terutama dalam
mengelola sumberdaya alam di sekitarnya.
Masyarakat Pulau Kolepom umumnya memiliki mata
pencaharian sebagai penangkap ikan dan berburu
binatang hutan. Mata pencaharian tersebut menurut
Ginkel (2007), secara tidak langsung membentuk
identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara
keseluruhan (Ginkel, 2007). Eksistensi komunitas
masyarakat Pulau Kolepom dalam memanfaatkan
sumberdaya alam, termasuk juga telah melahirkan
pranata dalam mengelola sumberdaya alam di
sekitarnya. Masyarakat di Pulau Kolepom memiliki
pranata sosial budaya sebagai dasar dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hal
ini sejalan dengan Satria dkk (2017), bahwa
masyarakat adat di pulau-pulau kecil memiliki pranata
local yang digunakan dalam menata-kelola
sumberdaya alamnya.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Papua
sangat unik termasuk di Pulau Kolepom, karena
memiliki pranata sosial budaya yang melahirkan
sistem kelembagaan adat yang telah berlaku secara
turun-temurun. Salah satunya yakni masyarakat adat
(komunitas adat) memiliki hak kepemilikan yang
disebut dengan hak ulayat adat dengan model
pengelolaan yang didalamnya terdapat kearifan-
kearifan lokal yang telah diterapkan secara turun-
temurun. Oleh karena itu, maka hak-hak adat dan
kearifan-kearifan lokal tersebut perlu dipertimbangkan
dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi
Taman. Selain itu, kehadiran masyarakat sangat
penting dalam menentukan keberhasilan suatu
pengelolaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Satria
dan Matsuda (2004); Mustaqim (2018) dan Adrianto
et al., (2010), bahwa partisipasi masyarakat lokal
sangat penting dalam efisiensi pengelolaan, sehingga
perlu peran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengidentif ikasi
stakeholder dan peran aktor lokal sebagai elemen
kelembagaan yang berperan dalam rangka inisiasi
Pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman
Pesisir Pulau Kolepom secara berkelanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan,
yakni studi literatur, survey dan wawancara. Data
bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer
diperoleh dengan melakukan wawancara dan
menyebarkan kuisioner terhadap responden yang
dipilih secara purposive sampling yang merupakan
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu (Sugiyono, 2012). Responden yang digunakan
dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 19 responden
yang dianggap mewakili unsur pemerintah daerah,
Unit Pelaksana Teknis, lembaga perguruan tinggi,
aparat hukum, lembaga masyarakat dan lembaga
keagamaan serta tokoh masyarakat yang ada. Data
sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai
jurnal dan laporan ilmiah yang relevan dengan kajian.
Data yang diperoleh dianalisis kemudian dipetakan
untuk mengetahui tingkat pengaruh dan tingkat
ketergantungannya dalam pengelolaan Kawasan
Konservasi Taman Pulau Kolepom.

Analisis Data

Analisis kelembagaan menggunakan metode
Interpretative Structural Modeling (ISM) yang
dikembangkan oleh Saxena et. al. (1992). ISM
merupakan salah satu model yang dikembangkan
dalam perencanaan strategis, yakni sebuah
metodologi yang interaktif dan sebuah implementasi
dalam suatu pengaturan kelompok (Eriyatno dan
Sofyar, 2007), yang dikenal sebagai proses yang
mengubah suatu sistem yang tidak jelas dan
kompleks menjadi model yang lebih defenitif untuk
berbagai macam manfaat dan kategori ide (Marimin,
2004; Mohammed et al., 2008; Attiri et.al., 2013;
Jayant et al., 2014; Jayant and Azhar, 2014). Berikut
berbagai langkah teknik ISM disajikan pada Gambar
1.
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Gambar 1. Diagram alir persiapan model ISM.
Figure 1. ISM model preparation flowchart.

Teknik ISM ini dapat memberikan basis analisis
program, dimana informasi yang dihasilkan sangat
berguna dalam formulasi kebijakan serta perencanaan
strategis (Saxena, et.al., 1992). Analisis ISM
digunakan untuk mengetahui aktor yang berperan
dalam inisiasi kelembagaan Calon Kawasan
Konservasi Taman di Pulau Kolepom. Metode dan
teknik ISM akan menghasilkan struktur hirarki elemen
sistem dan klasifikasi sub elemen kunci berdasarkan
survey dan diskusi pakar. Pakar yang terpilih sebagai
responden dengan pertimbangan kesediaan untuk
diwawancarai atau mengisi kuisioner yang ada,
pengalaman, jabatan dan reputasi yang yang
menunjukkan kredibilitasnya sebagai ahli. Penentuan
elemen melibatkan sebanyak 6 orang responden
diantaranya dari Universitas Cenderawasih (UNCEN),
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua,
Destructive Fishing Watch (DWF), Loka Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong dan
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua
dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Merauke. Proses pengumpulan pendapat para ahli
dilakukan menggunakan metode Delphi melalui
bantuan kuisioner (Halim dkk., 2021).

Informasi dari sistem yang dikaji akan
distrukturisasi dalam bentuk matriks yang disebut
Structural Self Interaction Matrix (SSIM) yang
menggambarkan hubungan kontekstual antar sub
elemen dan elemen-elemen sistem. SSIM tersebut
kemudian ditransformasikan menjadi Reachability
Matrix (RM) yaitu bilangan biner yang dikaji memiliki
sifat transivitas dan reflektivitas, dan penilaiannya
menggunakan empat simbol yakni V, A, X, dan O
dengan ketentuan sebagai berikut:

V jika e
ij
= 1 dan e

ij
= 0 (sub elemen (1) mempengaruhi

sub elemen (2), tetapi tidak sebaliknya);
A jika e

ij
0 dan e

ij
= 1 (sub elemen (2) mempengaruhi

sub elemen (1), tetapi tidak sebaliknya);
X jika e

ij
= 1 dan e

ij
= 1 (sub elemen (1) dan sub

elemen (2) saling mempengaruhi; dan
O jika e

ij
= 0 dan e

ij
= 0 (sub elemen (1) dan sub

elemen (2) tidak saling mempengaruhi.

Nilai e
ij
adalah 1 ada hubungan kontekstual antara

sub elemen ke-i dan ke-j, sedangkan nilai e
ij
adalah 0

tidak ada hubungan kontekstual antara sub elemen
ke-i dan ke-j.

Matrik yang telah memenuhi transivity dilanjutkan
pengolahannya untuk mendapatkan matrik
reachability, untuk mendapatkan Driver Power (DP)
dan Depedence (D). Tahap terahir adalah
mengelompokkan sub-sub elemen kedalam 4 sektor/
kuadran (Saxena, 1992), yaitu: (1) Weak driver-weak
Dependent variables (Autonomous), peubah di sektor
ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem,
hubungannya sedikit. (2), Weak driver strongly-
Dependent variables (Dependent), peubah yang
masuk kedalam kelompok ini merupakan peubah tak
bebas, (3) Strong driver strongly dependent variables
(Linkage), peubah pada sektor ini harus dikaji secara
hati-hati karena interaksinya dapat memberikan
dampak dan umpan balik terhadap sistem, dan (4)
Strong driver weak Dependent variables (Independent)
peubah dalam sektor ini memiliki pengaruh yang kuat
dalam sistem dan sangat menentukan keberhasilan
program. Untuk melihat pola dan hubungan langsung
antar Lembaga diperoleh melalui penggambaran grafik
tingkat pengaruh dan ketergantungan (Gambar 2).
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Gambar 2. Grafik Tingkat Pengaruh dan Tingkat Ketergantungan Lembaga.
Figure 2. Graph of Institutional Influence and Level of Dependence.

Keterangan:
Kuadran I (Autonomous), Lembaga yang memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungan rendah. Mencakup
lembaga yang tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman. Kuadran II
(Dependent), merupakan lembaga yang memiliki ketergantungan yang tinggi, tetapi pengaruhnya rendah.
Kuadran III (Linkage), merupakan lembaga yang memiliki pengaruh dan ketergantungan yang tinggi. Mencakup
Lembaga yang kehadirannya perlu diperhatikan dengan baik. Kuadran IV (Independen), merupakan lembaga
yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi ketergantungannya rendah, mencakup lembaga yang kuat dan
berperan sebagai Lembaga penggerak dalam keberhasilan program pengelolaan Calon Kawasan Konservasi
Taman Pulau Kolepom.

BAHASAN

Hasil analisis kelembagaan dengan metode ISM
untuk 23 aktor lembaga di tingkat lokal sebagaimana
yang diperlihatkan pada Gambar 3, bahwa sub elemen
kunci dari elemen kelembagaan adalah [A1] Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Papua, [A3] Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, [A4] Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, [A17]
Pemerintahan Kampung, [A19] Lembaga Masyarakat
Adat (LMA) wilayah Tabonji, Waan & Kimaam, dan
[A20] Lembaga Keagamaan (Gereja) yang masuk
dalam sektor independent factor (strong driver-weak
independent variables). Sektor sub elemen tersebut
memiliki kekuatan penggerak yang besar terhadap
keberhasilan program pengelolaan Calon Kawasan
Konservasi Taman ke depan. Hasil analisis
kelembagaan dengan metode ISM menunjukkan
bahwa terdapat 7 (tujuh) elemen Lembaga dalam
sector independent (kuadran IV) yang berpengaruh
kuat, yang untuk efektifitasnya dalam pengelolaan
Calon Kawasan Koservasi Taman Pulau Kolepom.
Menurut Sholahuddin (2001), Lembaga-lembaga yang
terlibat dalam pengelolaan harus memperhatikan 3
(tiga) aspek, yakni: 1) aspek struktur organisasi yang
fleksibel dalam menghadapi kondisi tertentu dan
mampu untuk menyesuaikan terhadap lingkungan
yang dihadapi, 2) aspek kejelasan fungsi dari setiap
lembaga berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing, dan 3) aspek tata nilai atau norma, dalam
setiap organisasi harus mempunyai tata nilai yang
dipatuhi oleh elemen-elemen dalam organisasi.

Dalam pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan
berkelanjutan, dibutuhkan suatu kelembagaan yang
kuat serta efektif dan efisien (Sambali et al., 2014).
Selanjutnya dijelaskan bahwa pemahaman persepsi
dalam pengelolaan sumberdaya antar lembaga yang
terlibat serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan
perubahan dalam ekosistem dan jasa ekosistem
merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat
dirumuskan dalam kebijakan pengelolaan agar
berdampak positif dan sekaligus meminimalisir
dampak negatif yang ditimbulkan.

Lembaga yang berada pada kuadran III (Linkage)
yakni [A21] Kelompok Nelayan, [A24] Aparat Tentara
Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian, [A5] Dinas
Perikanan Kabupaten Merauke, [A22] Non-
Government Organization (NGO), [A2] Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) &
Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Kabupaten
Merauke, [A26] Lembaga Penelitian (LEMLIT)
Perguruan Tinggi (PT), [A9] Dinas Pariwisata
(DISPAR) Provinsi Papua, [A10] Dinas Pariwisata
(DISPAR) Kabupaten Merauke, [A25] Program Mitra
Bahari Regional Center (RC) Papua, [A7] Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merauke, [A12]
Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Merauke,
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[A15] Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) Provinsi Papua, [A16] Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kabupaten Merauke, [A18] Pemerintahan Distrik, [A6]
Calon Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
(CDKLH) Merauke, [A14] Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (P&K) Kabupaten Merauke, [A13] Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua
merupakan lembaga yang pengaruhnya kuat dan
ketergantungannya juga kuat. Lembaga-lembaga

tersebut harus dikaji secara hati-hati karena
berpengaruh terhadap lembaga lainnya.

Elemen [A23] Kelompok Masy. Non Nelayan
(seperti Kelompok Pemancing), merupakan lembaga
yang pengaruhnya rendah tetapi ketergantungannya
tinggi (dependen factor / weak driver-strongly
dependence variables). Hal ini menunjukkan bahwa
Kelompok Non Nelayan seperti kelompok pemancing
memiliki pengaruh yang rendah dan keberadaannya
tergantung dengan aktor yang lain.

Gambar 3. Matriks Driver Power-Dependence Kelembagaan.
Figure 3. Matrix of Institutional Power-Dependence Drivers.

Keterangan:
[A1] BAPPEDA Prov. Papua, [A2] BAPPEDA &LITBANG Kab. Merauke, [A3] LPSPL Sorong, [A4] DKP
Provinsi Papua, [A5] Dinas Perikanan Kab. Merauke, [A6] CDKLH Merauke, [A7] DLH Kab. Merauke, [A8]
BKSDA, [A9] DISPAR Prov. Papua, [A10] DISPAR Kab. Merauke, [A11] Dishub Prov. Papua, [A12] DISHUB
Kab. Merauke, [A13] Dinas P & K Prov. Papua, [A14] Dinas P & K Kab. Merauke, [A15] Dinas Koperasi
UMKM Prov. Papua, [A16] Dinas Koperasi UMKM Kab. Merauke, [A17] Pemerintahan Kampung, [A18]
Pemerintahan Distrik, [A19] LMA (Tabonji, Waan & Kimam), [A20] Lembaga Keagamaan (Gereja dll), [A21]
Kelompok Nelayan, [A22] NGO, [A23] Kelompok Masy. Non Nelayan (Klp Pemancing, dll), [A24] Aparat TNI/
Kepolisian, [A25] PMB Mitra Bahari RC Papua, [A26] LEMLIT PT.

Analisis juga menunjukkan bahwa [A1] BAPPEDA
Prov. Papua, [A17] Pemerintah Kampung, [A4] DKP
Provinsi Papua dan [A19] LMA (Tabonji, Waan &
Kimam) berdasarkan diagram model struktural
kelembagaan berada pada level 1 merupakan lembaga
yang berpengaruh kuat, [A20] Lembaga Keagamaan
pada level 2 dan kemudian [A3] LPSPL Sorong, [A21]
dan [A24] yang juga berpengaruh kuat. Hal ini
menunjukkan bahwa untuk efektivitasnya dan
keberlanjutan pengelolaan Calon Kawasan Konservasi
Taman Pulau Kolepom ke depan sangat tergantung
pada lembaga-lembaga tersebut terutama lembaga
pada level 1, 2 dan 3. Kelompok lembaga [A21]
Kelompok Nelayan dan [A24] Aparat (TNI dan
Kepolisian) meskipun memiliki pengaruh yang rendah,

namun ketergantungannya tinggi. Umumnya
kelompok nelayan diinisiasi oleh instansi terkait
sehingga dalam perjalanannya sangat ditentukan oleh
inisiatornya. Sedangkan peranan aparat juga relative
masih rendah, misalnya dalam hal penegakan hukum
rendah jika semua berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku, aparat bertindak ketika terjadi permasalahan
pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat ataupun
terjadi konflik diantara masyarakat. Oleh karena itu
peranan aparat sangat tergantung pada lembaga
lainnya. Meskipun peranan TNI secara langsung
terhadap Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau
Kolepom, tetapi fungsi dan peranan teritorial sangat
besar karena Pulau Kolepom merupakan pulau terluar/
pulau perbatasan.
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Gambar 4. Model Struktur Level Pengaruh Elemen Lembaga Terkait.
Figure 4. Structure Model of the Level of Influence of Related Institutional Elements.

Diketahui bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
pengelolaan laut berada pada pemerintahan provinsi
sehingga kewenangan pemerintah kabupaten praktis
sudah tidak ada, kecuali dalam hal pemberdayaan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat adat telah
diakomodir dalam UU No. 27/2007 tentang
Pengelolaan Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
kemudian direvisi menjadi UU No. 1/2014 bahkan telah
ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui Permen KP No.8/Permen.KP/2018
tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola
Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keterlibatan
masyarakat adat dalam kelembagaan tidak terlepas
dari amanat UU No. 12 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Papua Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat
yang telah mempertegas pengakuan hak-hak ulayat.
Sementara Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yakni
LMA Tabonji, Waan dan Kimam yang secara adat
memiliki hak penguasaan adat (hak ulayat). Lembaga
Keagamaan yang dalam hal ini Lembaga Gereja
sebagai lembaga keagamaan yang mayoritas dianut
oleh masyarakat lokal juga merupakan amanat dalam
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan
perubahannya yg dikenal dengan “tiga tungku”. Pada
level lokal, pemerintah sebagai salah satu tungku
diwakili oleh pemerintahan kampung sehingga menjadi
salah satu lembaga yang secara teknis berperan
langsung pada implementasi program pengelolaan di
tingkat lokal. LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT

Kementerian Kelautan dan Perikanan secara teknis
terkait langsung dalam memastikan kelestarian
sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Indonesia
Timur sehingga menjadi salah satu lembaga yang
berperan penting dalam pengelolaan Calon Kawasan
Konservasi Taman Pulau Kolepom. Secara hirarki
berdasarkan tingkat pengaruh 26 lembaga dalam
pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau
Kolepom ditunjukkan pada Gambar 4, dimana
terdapat 11 level lembaga yang berpengaruh dalam
pengelolaan calon Kawasan Konservasi Taman Pulau
Kolepom. Elemen lembaga paling berpengaruh, yakni
[A1] BAPPEDA Prov. Papua, [A17] Pemerintah
Kampung, [A4] DKP Provinsi Papua dan [A19] LMA
(Tabonji, Waan & Kimam) yang berada pada level 1.
Dalam konteks kelembagaan pengelolaan, keempat
lembaga tersebut sangat berperan dalam keberhasilan
pengelolaan calon Kawasan Konservasi Taman Pulau
Kolepom. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik
kepentingan, maka perlu dibentuk forum sebagai
wadah komunikasi dan koordinasi, dimana elemen
lembaga yang paling berpengaruh lebih berperan aktif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, struktur kelembagaan
yang paling berperan sebagai elemen kunci dalam
pengelolaan calon Kawasan konservasi Taman Pulau
Kolepom yakni Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Loka
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Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL)
Sorong, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi
Papua, Pemerintahan Kampung, Pemerintahan
Distrik, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah
Tabonji, Waan dan Kimaam, dan Lembaga
Keagamaan (Gereja).

Rekomendasi

Elemen kelembagaan dari lembaga dapat dirujuk
sebagai Lembaga pengelola dalam Calon Kawasan
Konservasi Taman Pulau Kolepom untuk mewujudkan
pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Penerapan
program pengelolaan Calon Kawasan Konservasi
Taman Pulau Kolepom sebaiknya mempertimbangkan
stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh
agar implementasi dan keberlanjutan program
konservasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Selain itu, yang juga penting yakni sistem
kelembagaan pengelolaan calon Kawasan konservasi
nantinya lebih aplikatif dan akomodatif.
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